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This study aims to analyze performance and determine organizational performance factors in
the National and Political Unity Body of Semarang City. This research uses descriptive
qualitative research methods. Qualitative data were obtained through various kinds of data
collection techniques, including through interviews, document analysis, literature study and
selection of informants using purposive techniques, the quality of the data was tested using
the Triangulation Technique. In this study, innovation as a process of organizational learning
and knowledge creation related to organizational capacity to respond to environmental
changes. This research is based on the application of Organizational Ecology Theory and The
Punctuation Model and Theory of Strategic Adaptation and Sustainable Change.
Based on this theory, organizational innovation can be generated by technological
innovation and increased organizational learning capacity and transformation. The results of
the study explained that the organizational performance of the National Unity and Political
Body of the City of Semarang was not optimal, so there was still much that needed to be
improved so that the public's assessment of the level of performance of the office
organization would increase.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan mengetahui faktor kinerja organisasi di
Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik
pengumpulan data diantaranya melalui wawancara, analisis dokumen, studi pustaka dan
pemilihan informan menggunkan teknik purposif, kualitas data diuji menggunakan Teknik
Triangulasi. Dalam penelitian ini inovasi sebagai proses organizational learning dan
knowledge creation yang berkaitan dengan kapasitas organisasi untuk menanggapi
perubahan lingkungan. Penelitian ini bersumber pada penerapan Organizational Ecology
Theory dan The Punctuation Model dan Teori Adaptasi Strategis dan Perubahan
Berkelanjutan. Berdasarkan teori ini, inovasi organisasi dapat ditimbulkan oleh inovasi
teknologi dan peningkatan kapasitas pembelajaran organisasi dan melakukan transformasi.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang belum maksimal sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki agar
penilaian masyarakat terhadap tingkat kinerja organisasi kantor tersebut meningkat.
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PENDAHULUAN
Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama antara manusia yang terikat oleh suatu
ketentuan yang bermaksud untuk mencapai tujuan bersama, setiap bentuk persekutuan
antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam
rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat
seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok
orang yang disebut bawahan. Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of
people” berkenaan dengan masyarakat. Mengenai pengertian public. Organisasi publik
sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah
(organisasi pemerintahan). Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang
mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai
kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan
hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya,
dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan,
serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya.
Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada laba atau
untung.
Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut :
1. Tidak mencari keuntungan finansial
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik
3. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham
4. Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan consensus
Sebagai salah satu bentuk organisasi publik, yang memiliki legitimasi untuk melakukan
berbagai urusan publik, birokrasi publik dituntut untuk melakukan manajemen sektor publik
dengan baik.
Namun hal ini bukan hal yang mudah. Kritikan yang ditujukan pada manajemen
sektor publik yang dilakukan oleh birokrasi publik, seumur dengan keberadaan birokrasi
publik itu sendiri. Mulai dari keluhan klien atas rendahnya kualitas layanan, kelambanan
prosedur, inefisiensi, gejala red tape, kegagalan pelaksanaan program, dan sebagainya.
Fenomena yang terjadi ini sangat ironis dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dicapai
oleh birokrasi publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya :
layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya.
Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta,
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misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam
beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
Organisasi Publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami
organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi.
Menurut Stephen P. Robbins, organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang
bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau
sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses
pengorganisasian. Selanjutnya Handoko (2011) menjelaskan bawha Pengorganisasian
merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi,
sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil
pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah
bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan
proses implementasi menjadi jauh dari efektif.
Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep
“barang publik” (publik goods), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan
jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu
(Samuelson, 1945). Kemudian, beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana
organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan
kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa
diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri
secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah
mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.
Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019)
bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik)
merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi),
disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama
(pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,
membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari
masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu
memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan
konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat
menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-
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sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam
menerapkan aturan hukum pelayanan, (La Ode Muhammad Elwan, 2019).
Untuk diketahui bahwa setiap organisasi melilki tujuan tertentu dalam melakukan
pelayanan publik. Maka tujuan organisasi publik pada dasarnya menjadi tanggung jawab
negara. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap
warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi
pengaturan secara jelas. Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni (2011), yaitu suatu
keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai
pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai
kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas
untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi
lembaga.
Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap
warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan; Budaya dan kualitas aparat
pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa
terhadap negara dan masyarakatnya. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai
bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah
pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi
menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.
Demikia halnya dengan pentingnya mengukur keberhasilan organisasi publik. Salah satu
instrumen yang sering digunakan adalah Kinerja (performance). Kinerja merupakan sebuah
pencapaian hasil atau degree of accomplishtment, oleh karena itu, kinerja suatu organisasi
itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang
didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kinerja merupakan hasil dari
kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan organisasi yang baik merupakan tujuan dari setiap perusahaan.
Selain itu, ada beberapa faktor penting yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja
perusahaan, yakni efektivitas dan efisiensi, otoritas atau wewenang, taat terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku, dan inisiatif yang memiliki hubungan dengan kreativitas dan
daya pikir dalam perusahaan.
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Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Semarang secara umum belum baik
terutama pada dimensi produktivitas, yaitu unsur sumber daya manusia, sarana dan
prasarana dan pendanaan belum digunakan kemanfaatannya bahkan kurang, kualitas
pelayanan dan Faktor sumber daya manusia belum baik sering mengulur-ulur waktu kerja,
Budaya organisasi belum baik, profesionalisme masih dinilai dari jabatan bukan hasil kerja,
dan kepemimpinan belum baik, pengambilan keputusan dan ide sering dilakukan oleh
bawahan. Oleh itu, menjadi penting dan urgen penulis melakukan kajian tentang ANALISIS
FAKTOR KINERJA ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data kualitatif diperoleh
melalui berbagai macam teknik pengumpulan data diantaranya melalui wawancara,
analisis dokumen, studi pustaka dan pemilihan informan menggunkan teknik purposif, kualitas
data diuji menggunakan Teknik Triangulasi. Kinerja merupakan sebuah pencapaian hasil oleh
karena itu kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi
dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini inovasi
sebagai proses organizational learning dan knowledge creation yang berkaitan dengan
kapasitas organisasi untuk menanggapi perubahan lingkungan. Penelitian ini bersumber
pada penerapan Organizational Ecology Theory dan The Punctuation Model dan Teori
Adaptasi Strategis dan Perubahan Berkelanjutan. Berdasarkan teori ini, inovasi organisasi
dapat ditimbulkan oleh inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas pembelajaran
organisasi dan melakukan transformasi, khususnya dalam menganalisis Faktor Kinerja
Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kinerja Organsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Produktivitas
Kinerja sebuah organisasi termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang,
salah satunya disebabkan oleh bagaimana tingkat produktivitas organisasi yang dilandasi
dengan produktivitas seluruh pegawai di kantor tersebut. Produktivitas sendiri diartikan
sebagai seberapa tinggi hasil kerja yang telah dicapai oleh orang perorangan atau
kelompok dalam sebuah organisasi. John soeprihanto dalam Marantika, dkk (2020: 8842)
mengemukakan produktivitas adalah perbandingan antar hasil-hasil yang telah dicapai
dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi
(output) dengan sumberdaya yang digunakan (input).
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Dalam produktivitas sebuah organisasi dalam kinerja organisasi, pelaksanaan
pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang dilandasi dengan beberapa aspek, seperti:
1. Kemampuan, dimana kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pembagian tugas
pokok dan fungsi organisasi khususnya pegawaim harus sudah dipahami masing-masing
agar penilaian produktivitas yang berorientasi pada kinerja organisasi tercapai dengan
baik. Sejauh ini, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sudah
dengan profesional dan sesuai denngan kemampuannya walaupun belum maksimal
karena disebabkan adanya pegawai yang masih lalai dalam memahami tugas pokok
dan fungsinya. Contohnya dalam program “one men one computer” membuktikan
keseriusan Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam hal peningkatan kemanfaatan
yang dihasilkan input, namun sayangnya belum diseimbangkan dengan kemampuan
SDM yang ada.
2. Meningkatkan hasil yang dicapai, yaitu dengan tingkat pencapaian hasil kerja pegawai
yang dinilai apakah sudah terlihat baik dan dapat dilihat meningkatkan hasil yang
diapai atau belum. Namun hal ini belum dikatakan maksimal dikarenakan masih ada
pegawai yang belum termotivasi untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Sementara itu
sumber daya manusia yang dimiliki belum bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi..
Usaha Badan Kesbangpol Kota Semarang untuk memaksimalkan sumber daya melalui
kerja tim atau “teamwork”.
3. Selanjutnya perlu adanya semangat kerja yang tercipta diantara pegawai Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dan
koordinasi para pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini
tetap masih ada pegawai yang terlihat kurang memiliki semangat kerja.
4. Efisiensi, dimana dari segi efisiensi, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang dapat dilihat sudah menerapkan efisiensi kerja namun belum maksimal
karena masih ada beberapa faktor penghambatnya seperti pengadaan sarana
prasarana yang masih perlu ditingkatkan.
Kualitas Layanan
Selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu kualitas layanan. Menurut
Agung Kurniawan dalam Pasolong (2019: 148) mengemukakan bahwa “Pelayanan publik
adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang laina atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetepkan”.
Penilaian dari kualitas pelayana yang baik itu terlihat dari sistem pelayanannya,
sumber daya manusia pemberi layanannya, dan stragei pelanggan. Standar sistem
pelayanan yang telah ada di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
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memang sudah ada yang biasanya tercantum di Standar Operasional Prosedur (SOP) di
kantor tersebut. Namun standar ini belum memberikan kepuasan terhadap kebutuhan
masyarakat. Padalah sebenarnya kantor ini sudah memiliki aplikasi agar data pendaftar izin
pelayanan dapat langsung tersimpan rapi. Aplikasi ini disebut dengan sistem informasi
pelayanan izin riset yang bertujuan agar pengarsipan lebih tertata rapi.
Namun pada kenyataannya menurut operator sistem pelayanan tersebut, justru menyita
waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan dikerjakan secara manual. Bahkan
ketika saat kantor sedang ramai melayani masyarakat, operator sistem merasa kewalahan
yang akhirnya proses pelayanan semakin lama dan berpengaruh kepada tingkatan kinerja
organisasi.
Akuntabilitas
Kinerja organisasi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang manjadi sorotan
publik dari sisi akuntabilitasnya. Dalam sebuah birokrasi pemerintah, akuntabilitas menjadi
sebuah hal yang sangat penting dimana nantinya akuntabilitas akan menjadi sebuah dasar
kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Menurut Moeheriono dalam
Nugrahinni dan Nurcahyanto (2017: 7), akuntabilitas pada pemerintah negara demokrasi
harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat dan dasar dari akuntabilitas pemerintah adalah keyakinan masyarakat yang
mempunyai hak untuk mengetahui tentang pelaksanaan kepemerintahan.
Oleh karenanya perlu adanya transparansi mengenai informasi yang diberikan oleh Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang harus disajikan kepada masyarakat
sekitar baik selama ada permintaan maupun tidak. Namun pada saat ini informasi terkait
transparansi dari berbagai aspek masih harus diketahui secara langsung dengan datang ke
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal ini dikarenakan kantor
tersebut belum memiliki alamat web yang dapat memberikan informasi secara online
meskipun yang sampai saat ini informasi mengenai kepemerintahan hanya dapat diaksea
pada laman www.semarangkota.go.id. Itupun informasinya masih kurang uptodate.
Sehingga tingkat akuntabilitas kantor tersebut dikatakan belum meningkat.
Responsivitas
Responsivitas yang rendah dalam pelayanan publik khususnya di Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan antara kebutuhan
masyarakat dengan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan
kegagalan suatu organisasi pemerintah dalam hal pemberian pelayanan hingga
pencapaian tujuan organisasinya.
Adapun Dwiyanto dalam Nurelsan (2016: 27) mendefinisikan responsivitas sebagai berikut:
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi
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kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam
berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap
harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. dapat
disimpukan bahwa responsivitas merupakan bentuk daya tanggap dan jawaban dari
penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan serta keluhan kepada
masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekatkan layanan terhadap
masyarakat perlu upaya untuk mengenali apa saja kebutuhan masyarakat dan
mendengarkan keluhan masyarakat. Kemudian identifikasi akan kebutuhan serta keluhan
masyarakat tersebut harus menjadi agenda penting dan evaluasi bagi pemerintah
penyelenggara pelayanan publik untuk mengembangkan dan meningkatkan pemberian
layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas atas layanan yang diberikan.
Responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, meliputi:
a) Merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Namun pada
kenyataannya Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih merespon tidak terlalu
cepat.
b) Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan dengan cepat ini
berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan penyedia layanan dalam menjawab
pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan. Namun dalam Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, aparatut yang ada masih sedikit lambat delem
pelaksanaannya.
c) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. Yaitu tidak terjadi kesalahan
dalam melayani, artinya pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan
masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang
didapatnya. Namun pada kenyataannya Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masih pernah melakukan kesalahan misalnya dalam bidang administrasi yang kurang
tepat atau dari segi waktu.
d) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Berarti penyedia layanan
harus selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
e) Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. Waktu yang tepat
berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada
masyarakat.
f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Bahwa setiap penyedia layanan
harus menyediakan akses kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya
dan dapat dicarikan solusi yang terbaik. Ziethaml, dkk dalam Nurelsan (2016: 29)
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Responsibiltas
Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian
layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang
telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat pastisipasi pemberi layanan melaksanakan
tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian
pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan
administrasi dan organisasi.
Responsibilitas menurut Friedrick dalam Muslimah (2016: 12) merupakan konsep yang
berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator
publik untuk menjalankan tugasnya yang benar telah ditetapkan. Dalam sebuah hasil kajian
mengenai pengembangan ukuran penilaian GEG (Good Eksekutif Governance) yang
menghasilkan indikator dalam prinsip responsibilitas menyebutkan enam indikator dalam
skripsi Muslimah (2016: 11), yaitu:
1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang yang harus ditingkatkan agar Kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kinerja organisasi yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang dari pegawai
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia) yang baik.
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang benar.
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang tersistematis.
Sebagai administrator publik, responsible to the law atau responsible terhadap hukum atau
peraturan yang mengatur organisasi dan peilaku merupakan salah satu bentuk mewujudkan
kinerja organisasi yang baik. Sebagai sumber objektif dari responsibilitas seorang
administrator publik seperti halnya: aturan dan kebijakan organisasi, uraian tugas resmi, dan
standar professional. Pada akhirnya, responsible terhadap hukum menjadi kewajiban di
dalam menegakkan konstitusi. Konstitusi dan beberapa pasal yang mengikat kepada warga
Negara yang bekerja pada pelayaan publik adalah perlu untuk dilaksanakan. Responsibel
terhadap hukum adalah pedoman dan acuan bagi organisasi publik dan pelayanan publik
bahwa mereka berada dan bekerja atas nama publik.
Faktor-Faktor Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Dari penjelasan indikator pencapaian kinerja organisasi diatas, produktivitas, kualitas layanan,
akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas, itu semua dikarenakan adanya faktor
pendukung, yaitu:
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Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Sebagai makhluk individu, manusia berupaya merealisasikan segenap potensi dirinya, baik
potensi jasmani maupun potensi rohani. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia dalam
menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya.
Untuk itu, manusia harus berupaya memenuhi segala kebutuhannya salah satunya melalui
bekerja.
Manusia merupakan aset penting dalam suatu pekerjaan dan mempunyai peran yang
strategis di dalam pekerjaan terutama sumber daya manusia pada Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali
aktivitas. Pada hakikatnya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap
pekerjaan, manusia juga sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan yang
dikerjakannya, karena di tangan sdm yang ada kemungkinan segala inovasi mengenai
keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan akan direalisasikan. Secara garis besar
manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu tempat dan juga perlu
digali, dibina, dan dikembangkan kemampuannya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, perlu adanya manajemen sumber daya manusia di Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Dalam unsur manajemen terdapat man (manusia), di mana unsur tersebut berkembang
menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai manajemen sumber daya
manusia. yang khususnya mempelajari hubungan peranan manusia dalam organisasi.
Dengan demikian fokus yang dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia adalah
hubngan tenaga kerja manusia karena manusia sebagai perencana, pelaku, dan penentu
terwujudnya tujuan organisasi menurut Hasibuan (2012: 10).
Sumber daya manusia pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ada
yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5
Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Apabila sumber daya manusia tidak berperan aktif dalam pengelolaan Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, maka dapat dikatakan bahwa sumber
daya manusia yang ada masih rendah kualitasnya. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia menjadi kendala yang dihadapi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tentang rendahnya kualitas sumber daya
manusia Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang maka perlu tetap
diadakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa
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dan Politik Kota Semarang guna meningkatkan kualitas para pegawai agar proses pekerjaan
agar pencapaian kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.
Budaya Organisasi
Menurut Sembiring dalam Nugrahinni dan Nurcahyanto (2012:73), dimensi budaya organisasi
khususnya pada sektor publik adalah iman dan taqwa, profesionalisme, orientasi masyarakat,
orientasi kinerja, orientasi kesejahteraan pegawai. Gambaran profesionalisme di Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang belum didasarkan pada aksi tetapi
cenderung pada posisi. Transparansi informasi terbatas akan akses karena akses yang ada
untuk mendapatkan informasi akurat hanya dengan datang ke Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang belum memiliki alamat web untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat.
Kedisiplinan meningkat sejak diberlakukannya presensi fingerprin, namun masih ada saja
pegawai nakal yang datang ke kantor tepat waktu untuk presensi kemudian pergi kembali
untuk urusan pribadi.
Kepemimpinan
Kepemimpinan ialah kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin dan leader) untuk
mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang
lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin Abu Ahmadi dalam
Nugrahinni dan Nurcahyanto 2017: 6)). Pemimpin Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang dalam mengambil keputusan yakni dengan cara koordinasi dengan semua
anggota organisasi. Koordinasi dilakukan minimal satu bulan sekali, malahan setiap satu
minggu sekali pemimpin mengadakan rapat koordinasi baik itu dengan seluruh bidang, per
bidang, dan antar bendahara tiap-tiap bidang. Namun dirasa kebebasan yang diberikan
pemimpin kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terlalu
luas, tak jarang justru kebijakan diputuskan oleh bawahan sendiri dan pemimpin hanya
tinggal menerima hasilnya, sehingga terkesan pemimpin tidak menjalankan demokrasi yang
sesungguhnya. Menurut informan keberhasilan dalam hal mengatasi masalah di Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang lebih banyak dilakukan oleh bawahan.
Menurut Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan diterjemahkan kedalam istilah sifat-
sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan
kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan
persefsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Gaya kepemimpinan merupakan sifat,
watak, cara seseorang pemimpin dalam mengorganisir pegawai dan juga unsur unsur yang
ada di dalam organisasi dan juga di luar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
dengan efektif dan efisien. Oleh karenanya seharusnya pemimpin di Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat membantu
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memanajemen bawahannya agar mau bekerja dengan lebih baik lagi demi capaian
kinerja organisasi yang lebih baik.
Sistem
Sistem merupakan suatu kesatuan dari sub-sub sistem dimana sistem ini nantinya akan
membantu menjalankan organisasi dengan baik. Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang seharusnya sudah terdapat sistem dalam pengelolaan organisasi
dengan baik, karena penggunaan sistem yang telah ada diharapkan dapat meningkatkan
tingkat kedisiplinan para pegawai agar dapat bekerja dengan baik. Ini juga menjadi
harapan bahwa Karena jika tidak dilandasi dengan sistem yang ada, maka pekerjaan tidak
dapat diselesaikan dengan baik dan pegawai akan semena-mena dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya.
KESIMPULAN
Bersadarkan hasil dan pembahasan bahwa kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang belum sepenuhnya maksimal. Kondisi sesuai dengan indikator
penelitian yang menjelaskan bahwa:
Indikator Produktivitas; Sejauh ini, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sudah dengan profesional dan sesuai denngan kemampuannya walaupun belum maksimal
karena disebabkan adanya pegawai yang masih lalai dalam memahami tugas pokok dan
fungsinya. Seperti masih ada pegawai yang terlihat kurang memiliki semangat kerja. Juga
karena adanya penghambatnya seperti pengadaan sarana prasarana yang masih perlu
ditingkatkan. Indikator Kualitas Layanan; masih terdapat proses pelayanan yang
membutuhkan waktu lama. Indikator Akuntabilitas; Kinerja organisasi Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang manjadi sorotan publik dari sisi akuntabilitasnya
dikarenakan kantor tersebut belum memiliki alamat web yang dapat memberikan informasi
secara online sehingga tingkat akuntabilitas kantor tersebut dikatakan belum meningkat.
Indikator Responsivitas belum cukup baik karena ada etikad baik dari pegawai dalam
pelayanan karena masih ada ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Indiaktor Responsibiltas sudah sesuai standa
yang ditetapkan. Selanjtunya secara keseluruhan kinerja organisasi Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang belum maksimal disebabkan oleh faktor-faktor antara lain
masih rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi kendala yang dihadapi Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Juga disebabkan adanya budaya
organisasi yang masih ada saja pegawai nakal yang datang ke kantor tepat waktu untuk
presensi kemudian pergi kembali untuk urusan pribadi. Ditambah lagi kepemimpinan belum
diterapkan dengan baik karena pegawai merasa kebebasan yang diberikan pemimpin
kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terlalu luas, tak
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jarang justru kebijakan diputuskan oleh bawahan sendiri dan pemimpin hanya tinggal
menerima hasilnya, sehingga terkesan pemimpin tidak menjalankan demokrasi yang
sesungguhnya. Pada bagian akhir, dari segi dukungan sistem di Kantor Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang seharusnya sudah terdapat sistem dalam pengelolaan
organisasi dengan baik, karena penggunaan sistem yang telah ada diharapkan dapat
meningkatkan tingkat kedisiplinan para pegawai agar dapat bekerja dengan baik.
SARAN
Sebaiknya dimana masyarakat membutuhkan suatu layanan dalam berbagai aspek dalam
kehidupan bernegara dan instansi pemerintah termasuk Kantor Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang termasuk salah satunya. Karena kinerja dalam suatu organisasi dilandasi
dengan beberapa hal seperti bagaimana tingkat produktivitasnya, bagaimana kualitas
layanannya, bagaimana akuntabilitas dari organisasi tersebut, bagaimana responsivitas
organisasi tersebut, dan bagaimana responsibilitas organisasi tersebut dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sehingga hasil dari kinerja organisasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik belum sepenuhnya maksimal, oleh karena itu masih banyak yang perlu
diperbaiki agar penilaian masyarakat terhadap tingkat kinerja organisasi kantor tersebut
terus meningkat dengan baik.
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